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TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAANURUSAN

PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang

Mengingat

. a

bahwa pengembangan karier dan  peningkatan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan
tugas pengawasan penyelenggaraan urusan
pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Jabatan
Fungsional =~ Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahandan Angka Kreditnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2797);
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Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);



Memperhatikan

Menetapkan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

17. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

18. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja  Kementerian Negara  Republik  Indonesia
sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

1. Usul Menteri Dalam Negeri dengan surat nomor:

821.29/2825/SJ tanggal 31 Juli 2009,;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan
surat nomor: K.26-30/V.221-4/93 tanggal 7 September
2009;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang
lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk
melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan
teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan
keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
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e, wenin> pemerintahan berjalan secara efisien

ban efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan

danfatau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh Pengawas Pemerintahan dalam rangka
pembinaan karier yang bersangkutan.

Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan adalah
tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Penaawae
Pemerintahan.

vavawdll Fungsional Pengawas Pemerintahan termasuk dalam
rumpun politik dan hubungan luar negeri.
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Pasal 3

Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat
fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis
urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah
pusat dan daerah.

Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pengawas Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya,
bertanggungjawab secara hirarkis kepada pimpinan

instansi atau unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 4

Tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah
melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis
urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan
keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan
pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas
pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan
evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pengawas Pemerintahan harus
mendapatkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit
kerja yang bersangkutan.



BAB Il

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas
Pemerintahan adalah Departemen Dalam Negeri.

(2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib melaksanakan tugas pembinaan, meliputi:

a.

b.

C.

penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;

penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional
Pengawas Pemerintahan;

penetapan standar kompetensi Jabatan Fungsional
Pengawas Pemerintahan;

pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas
Pemerintahan

pengusulan batas usia pensiun Jabatan Fungsional
Pengawas Pemerintahan;

sosialisasi Jabatan Fungsional Pengawas
Pemerintahan;

penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan
fungsional/teknis  Jabatan Fungsional Pengawas
Pemerintahan;

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsionall
teknis bagi Pengawas Pemerintahan dan penetapan
sertifikasi;

pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional
Pengawas Pemerintahan;

fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas
Pemerintahan;

fasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan
Fungsional Pengawas Pemerintahan;

fasilitasi penyusunan penetapan etika profesi dan kode
etik Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;

. monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pengawas
Pemerintahan.

BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Pemerintahan yang
dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

a. Pendidikan, meliputi:

1.
2.

Pendidikan sekolah dan memperoleh gelarlijazah;

Pendidikan dan pelatihan kedinasan, teknis/fungsional di
bidang pengawasan serta memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) danlatau
Sertifikat; dan

Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
dan/atau Sertifikat.



Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan,
meliputi:

1. Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;

2. Pelaksanaan atas urusan pemerintahan;

Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah, meliputi:

1. Pengawasan atas rancangan peraturan daerah dan
rancangan peraturan kepala daerah; dan

2. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah.

. Pengawasan dekonsentrasi'dan tugas pembantuan, meliputi:

1. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di
provinsi; dan

2. Pengawasan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan
desa.

Pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi:

1. Pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah; dan

2. Pengawasan atas pengaduan masyarakat.

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi:

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan;

Evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;

Evaluasi daerah otonomi baru;

Evaluasi pemerintahan kecamatan dan desa; dan

Evaluasilaporan akuntabilitas.

engembangan profesi Pengawas Pemerintahan, meliputi:

Pembuatan karya tulis’kkarya ilmiah di bidang
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerabh;

2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di
bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/juknis
di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

4. Peran serta dalam ekspose hasil pengawasan; dan
5. Peran serta dalam kelompok kerja pengawasan.
. Unsur penunjang tugas Pengawas Pemerintahan, meliputi:

1. Peran serta dalam seminar, semi loka, Iokakarya,
konferensi dan kongres di bidang penyelenggaraan
pemerintahan;

2. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional
. Pengawas Pemerintahan;

3. Keanggotaan dalam organisasi profesi pengawasan
pemerintahan;

4. Pengajar/pelatih pada diklat di bidang pengawasan
pemerintahan;

5. Perolehan penghargaan atau tanda jasa dari pemerintah;
6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
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BABV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 7

Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah
jabatan tingkat keahlian.

Jenjang Jabatan Pengawas Pemerintahan dari yang
terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

a. Pengawas Pemerintahan Pertama;

b. Pengawas Pemerintahan Muda;

c. Pengawas Pemerintahan Madya; dan
d. Pengawas Pemerintahan Utama.

Jenjang OPangkat Pengawas Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang
jabatannya, yaitu:

a. Pengawas Pemerintahan Pertama:
1. Penata Muda, golongan ruang ili/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang 1i/b.
b. Pengawas Pemerintahan Muda:
1. Penata, golongan ruang lil/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang lli/d.
c. Pengawas Pemerintahan Madya:
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I; golongan ruang {V/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golengan ruang 1V/c.
d. Pengawas Pemerintahan Utama:
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang V/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang 1V/e.

Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah
angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang
jabatan.

Penetapan jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan untuk
pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan
jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit,
sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai
dengan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT
Pasal 8
Rincian kegiatan Pengawas Pemerintahan sesuai jenjang
jabatan sebagai berikut:
a. Pengawas Pemerintahan Pertama:

1. melakukan pengawasan kemampuan
kelembagaan;



2. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan
umum mengenai persandian;

3. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;

4. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan
prasarana;

5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya
manusia kesehatan;

6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang kesehatan mengenai obat dan
perbekalan kesehatan;

7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan
masyarakat;

8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang kepemudaan dan olah raga
mengenai kepemudaan;

9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang kepemudaan dan olah raga
mengenaiolah raga;

10.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib  bidang ketenagakerjaan = mengenai
Eer_nbinaan pelatihan dan produktivitas tenaga
erja;

11.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib  bidang  ketenagakerjaan  mengenai
pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam
negeri;

12.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib  bidang  ketenagakerjaan = mengenai
pengelolaan umum;

13.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang ketahanan pangan mengenai
pengelolaanumum;

14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
\(/jvajib bidang perhubungan rnengenai perhubungan

arat;

15.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib  bidang komunikasi dan informatika
mengenai pos dan telekomunikasi;

16.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang
sosial;

17.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan
pengawasan penyandang masalah kesejahteraan
sosial;

18.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan
program/kegiatan bidang sosial;



19.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang sosial mengenai pelaporan
pelaksanaan program di bidang sosial;

20.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang sosial mengenai penganugrahan
tanda kehormatan;

21.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan
kesetiakawanan sosial,

22.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber
daya air;

23.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang pekerjaan umum mengenai air
minum;

24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang pekerjaan umum mengenai air
limbah;

25.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang pekerjaan umum mengenai
persampahan;

26.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;

27.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib  bidang pekerjaan umum mengenai
permukiman;

28.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
wajib  bidang pekerjaan umum mengenai
bangunan gedung dan lingkungan;

29.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai
kelautan;

30.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai
pengelolaan pemasaran;

31l.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai
penyuluhan dan pengendalian;

32.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang pertanian mengenai tanaman
pangan dan hortikultura;

33.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;

34.rnelakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;

35.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi
hutan;

36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kehutanan mengenai penataan
batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan
hutan produksi;

37.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kehutanan mengenai rencana



pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka
margasatwa, taman nasional, taman wisata alam
dan taman buru;

38. melakukan pen%awasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan
taman hutan raya,

39.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan
hasil hutan pada hutan produksi;

40.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfatan
kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan
produksi;

41.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kehutanan mengenai  industri
pengelolaan hasil hutan;

42.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kehutanan mengenai
penatausahaan hasil hutan;

43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan
kawasan hutan pada hutan lindung;

44.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan
negara bukan bidang kehutanan;

45.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan
daerah aliran sungai (DAS);

46.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kehutanan mengenai
pengembangan hutan hak dan aneka usaha
kehutanan;

47.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan
tanaman hiasan;

48.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kehutanan mengenai pengusahaan
pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam,
pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun;

49.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan
tumbuhan dan satwa liar;

50.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga
konservasi;

51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
Rilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan

utan;

52.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan/
penanaman/pemungutan hasil hutan;,

53.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang perindustrian mengenai usaha
industri:



b. P
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54.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang perindustrian mengenai
perlindungan usaha industri;

55.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;

56.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang perindustrian mengenai sumber
daya manusia;

57.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan
hidup;

58.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan
prasarana,;

59.melakukan pengawasan pelaksanaan. urusan
pilihan bidang perindustrian mengenai data
industri;

60.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi
legal;

61.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang perdagangan mengenai
perdagangan berjangka komoditi, alternatif
pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;

62.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan
pilihan bidang energi dan sumber daya mineral
mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air
tawar;

63.melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu
atas kegiatan tugas pembantuan di
kabupaten/kota dan desa; dan

engawas Pemerintahan Muda

melakukan pengawasan umum penerapan standar

pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur

dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi,

pengujian/penilaian penyusunan rencana

pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam

rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat

daerah (RKA-SKPD);

melakukan  pengawasan  teknis penerapan

SPMINSPK;

melakukan pengawasan atas pembinaan

pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis,

evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap rencana

kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah

(RKA-SKPD);

melakukan pengawasan atas pembinaan

pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis,

evaluasi, pengujian/penilaian terhadap

kesejahteraan masyarakat;

melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib

bidang kependudukan dan catatan sipil;

melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib

bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum

meliputi perangkat daerah;
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7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang pemberdayaan adat dan pengembangan
kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;

8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;

9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga
kependidikan;

10.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;

11, melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan
kesehatan;

12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan
ketenagakerjaan;

13.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang ketahanan pangan mengenai keamanan
pangan;

14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;

15.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang komunikasi dan informatika mengenai
sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

16.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;

17.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;

18.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang sosial mengenal sarana dan prasarana
sosial;

19.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang sosial mengenai sistem informasi
kesejahteraan sosial;

20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan
pedesaan;

21.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;

22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;

23.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan
tangkap;

24.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan
budidaya;

25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang pertanian mengenai peternakan dan
kesehatan hewan,

26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan
hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan
gelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman

aru;



27.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan
tujuan khusus;

28.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan
jangka pendek (tahunan) unit KPHP;

29.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan
tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan
hutan produksi;

30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan
tahunan (jangka pendek) unit KPHL,;

31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan
tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan
hutan lindung;

32.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja
unit usaha pemanfaatan hutan lindung;

33.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan
jangka pendek (tahunan) unit KPHK;

34.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan
jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa,
taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;

35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;

36.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai sistem informasi
kehutanan (numerik dan parsial);

37.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil
hutan pada hutan produksi;

38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan  mengenai  perencanaan
rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan
mangrove;

39.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang  kehutanan  mengenai  pelaksanaan
rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan
mangrove;

40.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada
areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;

41.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal
bencana alam;

42.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai pemberdayaan
masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;

43.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai hutan kota;



44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai pendidikan dan
pelatihan (diklat) kehutanan;

45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;

46.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang
kehutanan;

47.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang perindustrian mengenai perizinan;

48.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;

49.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang perindustrian mengenai teknologi;

50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidangperindustrian mengenai permodalan;

51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;

52. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang perindustrian mengenai kelembagaan;

53.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi
dan pelaporan;

54. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam
negeri;

55.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang energi dan sumber daya mineral mengenai
geologi;

56.rnelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang energi dan sumber daya mineral mengenai
ketenagakerjaan;

57. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang energi dan sumber daya mineral mengenai
pendidikan dan pelatihan;

58. melakukan pengawasan Kkinerja kegiatan tugas
pembantuan di kabupatenlkota dan desa,;

59.melakukan pengawasan atas indikasi hambatan
dalam pelayanan masyarakat;

60.melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan
atau sebutan lainnya; dan

61. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai
SKPD di Provinsi;

62. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai
SKPD di kabupatenlkota;

c. Pengawas Pemerintahan Madya:

1. melakukan pengawasan umum penerapan standar
pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur
dan kriteria  (NSPK) melalui analisis, evaluasi,
pengujian/penilaian penyusunan rencana
pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam
rencana strategi satuan kerja perangkat daerah
(Renstra SKPD);

2. melakukan pengawasan umum penerapan standar
pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur
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dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi,
pengujian/penilaian penyusunan rencana
pencapaian SPMINSPK vyang dituangkan dalam
rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja
SKPD);
3. melakukan pengawasan umum penerapan standar
pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur
dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi,
pengujian/penilaian penyusunan rencana
pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam
kebijakan umum anggaran (KUA);
melakukan.  pengawasan atas pembinaan
pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis,
evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap rencana
strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra
SKPD);
5. melakukan pengawasan atas pembinaan
pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis,
evaluasi, pengujianipenilaian terhadap rencana
kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD)
melakukan pengawasan atas pembinaan
pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis,
evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap kebijakan
umum anggaran (KUA);
melakukan pengawasan baranglasset daerah;
melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum
mengenai pemerintahan umum;
10.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum
mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
11.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;
12.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang pemberdayaan adat dan pengembangan
kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat;
13.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang pemberdayaan adat dan pengembangan
kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat
dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi
tepat guna;
14.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;
15.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;
16.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;
17.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan
sumber daya manusia;
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18.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan
tenaga kerja luar negeri;

19.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan
hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

20.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan
pangan,

21.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;

22.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;

23.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang sosial mengenai pengembangan dan
pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan
sosial (PSKS);

24.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang sosial mengenai pembinaan tenaga
fungsional pekerja sosial;

25.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;

26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;

27.rnelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kelautan dan perikanan mengenai
pengawasan dan pengendalian;

28.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai penataan kawasan
hutan;

29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan
jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;

30.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan
lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan
produksi;

31.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan
dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan
pengelolaan hutang lindung (KPHL);

32.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan
lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;

33.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan
lima tahunan (jangka menengah) unit usaha
pemanfaatan hutan lindung;

34.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan
dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan
pengelolaan hutan konservasi (KPHK);

35.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan
lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
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36.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai penelitan dan
pengembangan kehutanan;

37.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai pembinaan dan
pengendalian bidang kehutanan;

38.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas
pembuat laporan hasil pemeriksaan;

39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang perindustrian mengenai perencanaan dan
program;

40.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang perindustrian mengenai standarisasi;

41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang perindustrian mengenai pengawasan
industri;

42.rnelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang perdagangan mengenai perdagangan luar
negeri;

43.rnelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang perdagangan mengenai pengembangan
ekspor nasional,

44.rnelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang transrnigrasi mengenai kebijakan,
perencanaan, pembinaan dan pengawasan;

45.melakukan evaluasi atas rancangan peraturan
kepala daerah tentang penjabaran anggaran
pendapatan belanja daerah;

46. rnelakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas
kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di
Provinsi;

47.melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi
dan nepotisme;

48.melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan
pernerintahan kabupatenlkota;

49.melakukan evaluasi kernampuan penyelenggaraan
otonorni daerah kabupatenlkota;

50.rnelakukan  evaluasi daerah  otonom  baru
kabupatenlkota;

51.rnelakukan evaluasi pemerintahan kecarnatan atau
sebutan lainnya; dan

52. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas rneliputi
komponen departernen.

d. Pengawas Pemerintah Utarna :

1. melakukan pengawasan umum penerapan standar
pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur
dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi,
pengujianipenilaian penyusunan rencana
pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalarn
rencana pembangunan jangka menengah daerah
(RPJIJMD);
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2. melakukan pengawasan umum penerapan standar
pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur
dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi,
penguijian/penilaian penyusunan rencana
pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam
rencanakerja pemerintah daerah (RKPD);

3. melakukan pengawasan atas pembinaan
pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis,
evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);

4. melakukan pengawasan atas pembinaan
pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis,
evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana
kerja pemerintah daerah (RKPD);

5. melakukan pengawasan kebijakan keuangan
daerah/negara;

6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum
mengenai otonomi daerah;

7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu
pendidikan;

8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan,
perencanaan, pembinaan dan pengawasan;

9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;

10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;

11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah
pengelolaan hukum;

12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan
jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan
hutan produksi (KPHP);

13.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua
puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan
produksi;

14.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha
dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan
lindung;

15.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan
jangka panjang dua puluh tahunan cagar alam,
suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata
alam dan taman buru;

16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan
bidang  perdagangan  mengenai  kerjasama
perdagangan internasional,

17.melakukan evaluasi atas rancangan peraturan
daerah tentang anggaran pendapatan belanja
daerah (APBD);



18. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan
daerah tentang pajak daerah;

19.melakukan evaluasi atas rancangan peraturan
daerah tentang retribusi daerabh;

20.melakukan evaluasi atas rancangan peraturan
daerah tentang tata ruang daerabh;

21.melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;

22.melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;

23.melakukan pengawasan kinerja kegiatan
dekonsentrasi dan tugas pernbantuan di Provinsi;

24.melakukan pengawasan atas berakhirnya masa
jabatan Gubernur;

25.melakukan pengawasan atas berakhirnya masa
jabatan Bupati/VValikota,

26.melakukan pengawasan atas indikasi
penyalahgunaan wewenang;

27.melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan provinsi;

28.melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan
otonomi daerah provinsi; dan

29. melakukan evaluasi daerah otonom baru provinsi.

(2) Pengawas Pemerintahan Pertama sampai dengan
Pengawas Pemerintahan Utama yang melaksanakan
kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas
Pengawas Pemerintahan diberikan nilai angka kredit
sebagaimana tersebut dalam Lampiran | Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas
Pemerintahan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) maka Pengawas Pemerintahan lain yang berada satu
tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya
dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan
secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengawas Pernerintahan yang melaksanakan tugas
Pengawas Pemerintahan satu tingkat di atas jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir
kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran | Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;

b. Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas
Pengawas Pemerintahan satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir
kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran | Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
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Pasal 11

Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka
kredit, terdiri atas:

a. Unsur utama; dan

b. Unsur penunjang.

Unsur utama, terdiri atas:

a. Pendidikan;

b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;

c. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah;

Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
Pengawasan untuk tujuan tertentu;

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;

g. Pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan.

Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung
pelaksanaan tugas pokok Pengawas Pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h.

Rincian kegiatan Pengawas Pemerintahan dan angka
kredit masing-masing butir kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut

~ oo

dalam Lampiran | Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
Pasal 12

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi
oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat
dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas
Pemerintahan, untuk:

a, Pengawas Pemerintahan dengan pendidikan Sarjana
Strata Satu (S1) atau Diploma IV (D IV) adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIA Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;

h. Pengawas Pemerintahan dengan pendidikan Sarjana
Strata Dua (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam
Lampiran B Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini;

c. Pengawas Pemerintahan dengan pendidikan Sarjana
Strata Tiga (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Inc Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. paling rendah 80 % (delapan puluh persen) angka
kredit berasal dari unsur utama; dan

b. paling tinggi 20 % (dua puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur penunjang.
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Pasal 13

(1) Pengawas Pemerintahan yang memiliki angka kredit
melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka
kredit  tersebut  diperhitungkan  untuk  kenaikan
jabatanlpangkat berikutnya.

(2) Pengawas Pemerintahan pada tahun pertama telah
memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan
untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang
didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan
mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen)
angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan
untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi yang
berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 14

(1) Pengawas Pemerintahan Madya yang akan naik pangkat
menjadi Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b, sampai
dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina
Utama Muda, golongan ruang [V/c, diwajibkan
mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit
dari kegiatan pengembangan profesi.

(2) Pengawas Pemerintahan Utama, pangkat Pembina Utama
Madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat
menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e diwajibkan
mengumpulkan paling kurang 16 (enam belas) angka kredit
dari kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 15

Pengawas Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama,
golongan ruang 1V/e setiap tahun sejak menduduki
jenjanglpangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua
puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan
pengembangan profesi.

Pasal 16

(1) Pengawas Pemerintahan yang secara bersama-sama
membuat karya tulis ilmiah di bidang Pengawasan
Pemerintahan, diberikan angka kredit dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka
pembagian angka kreditnya adatah 60% (enam puluh
persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh
persen) untuk penulis pembantu;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh
persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25%
(dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka
pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh
persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20%
(dua puluh persen) untuk penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria bidan%, pedoman
penulisan, publikasi dan pengujian karya tulis ilmiah diatur
oleh Instansi Pembina.



1)

(@)

3)

(1)

(@)

BAB Vil
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 17

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
setiap Pengawas Pemerintahan diwajibkan "mencatat,
menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan
mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit
(DUPAK).

Setiap Pengawas Pemerintahan mengusulkan secara
hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)
setiap tahun.

Peniaian dan penetapan angka kredit Pengawas
Pemerintahan dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1
(satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan
pangkat PNS.

Pasal 18
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

a. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi
Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina
Tingkat 1 golongan ruang /o sampai dengan
Pengawas Pemerintahan Utama pangkat Pembina
Utama golon?an ruang IV/e pada Inspektorat Jenderal
Kementerianl Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah
Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat
KabupatenlKota.

b. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama pada Kementerianl
Lembaga Pemerintah Non Kementerian bagi Pengawas
Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang llifa sampai dengan Pengawas Pemerintahan
Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Dalam
Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat
Penata Muda golongan ruang lll/a sampai dengan
Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina
golongan ruang IV/a pada Inspektorat Jenderal
Departemen Dalam Negeri.

d. Inspektur Provinsi bagi Pengawas Pemerintahan
Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang lli/a
sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya

angkat Pembina golongan ruang |IV/a pada unit kerja
nspektorat Provinsi dan Pengawas Pemerintahan
Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada
Inspektorat KabupatenlKota.

e. Inspektur KabupatenlKota bagi Pengawas
Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang ll/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan
Muda pangkat Penata Tingkat |1 golongan ruang Ili/d
pada unit kerja Inspektorat KabupatenlKota.

Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:

a. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan
Tingkat Pusat, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;

b. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan
Tingkat Kementerian/Lembaga Pemerintah  Non
Kementerian, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
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(1)

c. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan
Tingkat Provinsl, selanjutnya disebut Tim Penilai
Provinsi; dan

d. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan
Tingkat KabupatenlKota, selanjutnya disebut Tim
Penilai KabupatenlKota.

Pasal 19

Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan terdiri
dari unsur teknis yang membidangi pengawasan
pemerintahan, unsur kepegawaian dan Pejabat Fungsional
Pengawas Pemerintahan.

Susunan anggota Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap sebagai anggota;

b. seorang Wakil Ketua merangkap sebagai anggota;

c. seorang Sekretaris merangkap sebagai @nggota; dan

d. paling kurang 4 (empat) anggota.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,

paling kurang 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional
Pengawas Pemerintahan.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:

a. menduduki jabatanlpangkat paling rendah sama
genlg]an jabatanlpangkat Pengawas Pemerintahan yang
inilai;
b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi
kerja Pengawas Pemerintahan; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari
Pengawas Pemerintahan, maka anggota Tim Penilai dapat
diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki
kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas
Pemerintahan.

Pasal 20

Apabila Tim Penilai Provinsi, belum dibentuk karena belum
memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang
ditentukan, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan
dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat
atau Tim Penilai Instansi.
Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota, belum dibentuk
karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai
IY”ang ditentukan, penilaian angka kredit Pengawas
emerintahan dapat dimintakan kepada Tim Penilai
KabupatenlIKota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi lain
terdekat atau Tim Penilai Instansi.

Plert?bentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan
oleh:

a. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri untuk
Tim Penilai Pusat;

b. Inspektur Jenderallinspektur Utama Kementerian/
Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk Tim
Penilai Instansi;

C. Inspektur Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan

d. Inspektur KabupatenlKota untuk Tim  Penilai
KabupatenlKota.
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Pasal 21

(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk masa  jabatan
berikutnya.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim
dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat
kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu)
masa jabatan.

(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai,
maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim
Penilai pengganti.

Pasal 22

Tata kerja Tim Penilai Pengawas Pemerintahan dan tata cara
penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan ditetapkan oleh
Instansi Pembina.

Pasal 23

UISl# penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan diajukan
oleh:

a. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat
Utama/inspektur Provinsi/Inspektur KabupatenlKota pada
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerianl
Inspektorat Provinsi/Inspektorat KabupatenlKota kepada
Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi
Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat
I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas
Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama, golongan
ruang IV/e pada Inspektorat Jenderal Kementerianl
Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Inspektorat Provinsi dan Inspektorat KabupatenlKota.

b. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama pada
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
kepada Inspektur Jenderal/inspektur Utama bagi
Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda,
golongan ruang Illfa sampai dengan Pengawas
Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang
IV/a pada Kementerianllembaga Pemerintah Non

Kementerian.
c. Pejabat yang membidangi kepegawaian, paling rendah
eselon 1l kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal

Departemen Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan
Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a
sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat
Pembina, golongan ruang 1V/a pada Inspektorat Jenderal
Departemen Dalam Negeri.

d. Sekretaris Inspektorat Provinsi kepada Inspektur Provinsi
bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata
Muda, golongan ruang lll/fa sampai dengan Pengawas
Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang
IV/a pada unit kerja Inspektorat Provinsi dan Pengawas
Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang
I\VV/a pada Inspektorat KabupatenIKota.

e. Sekretaris Inspektorat KabupatenlKota kepada Inspektur
KabupatenlKota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama
pangkat Penata Muda, golongan ruan% [ll/a sampai dengan
Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang Ill/d pada unit kerja Inspektorat
KabupatenlKota.
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Pasal 24

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat berwenan
menetapkan angka kredit, digunakan untu
mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau
kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Pemerintahan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka
@) kre%it tidakpdapat %Iiaj%kan kebergtan oIehIO Pengav%as

Pemerintahan yang bersangkutan.

BAB VIH
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PEMERINTAHAN
Pasal 25

Pejabat ?/ang berwenang mengangkat dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah pejabat pernbina
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertarna kali
dalam Pengawas Pemerintahan harus memenuhi syarat:
a beriljazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau
Diploma |V sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
instansi pembina;

b. ﬁf}ngkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
a

C. setiap unsur penilaian prestasi kerlja dan pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti diklat fungsional
Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditetapkan
instansi pernbina paling lambat 3 (tiga) tahun setelah
pengangkatan.

(3) Kurikulurn diklat fungsional Pengawas Pemerintahan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Instansi Pembina.

(4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan forrnasi
Pengawas Pemerintahan rnelalui pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pengawas Pemerintahan.

Pasal 27

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai
formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalarn Jabatan
Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai
dengan formasi Jabatan Fungsional = Pengawas
Pemerintahan yang ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan
Kepegawaian Negara;



@)

)

3)

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai
formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

Pasal 28

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke
dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dapat
dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢ dan Pasal 27;

b. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas
Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditentukan
instansi pembina.

c. Memiliki pengalaman jabatan minimal 2 (dua) tahun;

Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan

e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.

Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan

pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan

sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

o

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALLI,

DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
Pasal 29

(I yengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda

(@)

golongan ruang Il/a sampai dengan Pengawas
Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama Madya
golongan ruang [V/d, dibebaskan sementara dari
jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak menduduki jabatanlpangkat terakhir tidak dapat
mengumpulkan angka kredit disyaratkan untuk kenaikan
jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi.

Pengawas Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama
golongan ruang IV/le dibebaskan sementara dari
jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki
jabatanlpangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit
paling kurang 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas
pokok Pengawas Pemerintahan.



3)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Di samping pembebasan sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas

Pemerintahan dibebaskan sementara dari jabatannya

apabila:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
berupa penurunan pangkat;

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional
Pengawas Pemerintahan;

d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan
ke empat dan seterusnya;

e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
Pasal 30

Pengawas Pemerintahan yang telah selesai menjalani
pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) apabila telah mengumpulkan
angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

Pengawas Pemerintahan yang telah selesai menjalani
pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf d dan huruf e dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Pemerintahan.

Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b,
dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Pemerintahan apabila berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana
percobaan.

Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c,
dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Pemerintahan apabila berusia paling tinggi 54
(lima puluh empat) tahun.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (3) huruf ¢ dan e, dengan menggunakan
angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah
angka kredit dari tugas pokok Pengawas Pemerintahan
yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 31

Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari jabatannya apabila:

a.

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi;
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b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang ditentukan;

c. mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau

d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman
disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 32

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan
pemberhentian  dari  Jabatan  Fungsional = Pengawas
Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 29, Pasal 30, dan
Pasal 31, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT

Pasal 33

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini masih
melaksanakan tugas di bidang pengawasan berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/
diinpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Pemerintahandengan ketentuan sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau
DiplomallV,

b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang
IM/a;

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai rata-rata baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaianlinpassing dalam

Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Il  Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

(3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Il Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara ini, hanya berlaku sekali selama masa
penyesuaianlinpassing.

(4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan

jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan
disesuaikanldiinpassing harus mempertimbangkan formasi
jabatan.
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(5) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai
Negeri Sipil yang disesuaikan/inpassing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka dalam melaksanakan
penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi
jabatan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34

(1) Pengawas Pemerintahan tidak melakukan tugas
pengawasan keuangan.

(2) Instansi Pembina melakukan pengendalian dan penetapan
standar, serta pedoman teknis pengawasan.

BAB Xli
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Ketentuan  pelaksanaan  Peraturan  Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih fanjut oleh
Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 36

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2009

MENTERI NEGARA

PENDAYAGU APARATUR NEGARA

TAUFIQ EFFENDI
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ANGKA

UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN KODE | SATUAN HASIL KREDIT PELAKSANA
2 3 4 5 6 7 8
B B _Substantif Urusan Pemerintahan. o
1 Melakukan penga 1 pelaksanaan urusan waub badang . R
. _a Kependudukan ‘dan catatan sipil. Muda

Madya

1) “Otonomi daerah - 9381 Aot Lo
_2) Pemerintahan Umum o e 0.27. Madya
T - 3 Kabqakjn Administrasi Keuangan Daarah . o 03 Madya
o 4) _Pofangkal Daerah. 014 Muda
Bl bersinot 024 | laporan | 01
P g — T Penama .
o . Azg)l.Penguatan Kelembagaan ) “ o o ) _F_M B 026 _| _l:ap:ﬁr;n ) 0.48 Madya )
w_e Pemberdayaan Adal dan Pengembangan Kehidupan, mellputl R
1) Sosial BudayaMasyarakat: L ; 018| Muda
) . I . h 2 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat o 038 ‘Madya
- _3) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam' 0.36 Madya

_dan Teknologi Tepa! Guna.

~f  Pendidikan, meliputi

1) Kebij dan Standar
) -..2.) 'Kebujakan Pembiayaan

3) Kurikulum

4) Kebijakan Sarana dan Prasarana o
_.5) Pendidikan dan Tenaga Kependldlkan -

6) Penoendahan Mutu Pendidikan.

' g Kesehatan, meliputi

1) Upaya Kesehatan 0.2 Muda
B 2) Kebyjakan Pembiayaan Kesehatan. - 0.22 Muda
_3) Sumber Daya Manusia Kesehatan. 0.1 Pertama
" 4) Obal dan Perbekalan Kesehatan. ) 0.12 Pertama
5) Pemberdayaan Masyarakat. 0.08 Pertama
_ 6) Manajemen Kesehatan o 0.24 Madya
T T " "h Kepemudaan dan olah raga, meliputi - o
- 1) Kepemudaan B 0.08 Pertama
2) OlahRaga. R B ~ 01 Pertama
o i i Ketenagakor)aan meliputi -
036 i
= . 024 Madya
. . ST . 0.08 Pertama
1T 0.08 Pertama
1.1 R “Laporan 03] Madyz

__6) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jam ial Tenaga Kerja_ __Laporan 021

7) Pembmaan Ketenagakerjaan e

,,a) Pangelolaan Umum B R i o “ 1 o051 | Laporan ! o 01 o Per(ama f

/



ANGKA

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN KODE | SATUAN HASIL KREDIT PELAKSANA
i 2 3 q 5 & 7 8
B B |} Ketahanan pangan, meliputi
| . — | __1) Ketehanan Pangan ) 052 Laporan 036 Madya
[ ) | 2) KesmananPangan 053 | Laporan 02 Muda.
= e - 3) Pengelolaan Umum o 054 _Laporan o1 Pertama
- :_____,ﬁ - k.immlm| B =
| ) | 1) Perhubungan Dara! | 055 | Lepoan 011 Petama |
] = 1 2) Perkerstaapan 056 Laporan 0.16 Muda
HiM . 3) Perhubungan Laut 057 Laporan 024 Madya
I IRl 4) Perhubungan Udara I o058 | lapoan [ 032 Utama
| I Komunikasi dan informatika, meliputi - i
] ] D) I 1) Pos dan Telekomunikasi 059 Laporan 009 Pertama
— - | 2) SaranaKomunikasi dan Diseminasi Informasi. 080 Laporan_ 018 Muda
I i [ - i) ) . Sosial, meliput . o B
i 1) Kebijakan Bidang Sosial. 051 | aporan 032 Utama
- = 2) Perencanaan Bidang Sosial. 062 Laporan 024 Madya
| o | 3 Kerjasama Bidang Sosial. _ - 053 Laporan 016 Muda
- ) 4) Pembinaan Bidang Sosial S 064 Laporan 008 Periama
s B 5) Identifikasi dan Pengawasan Penyandang Masalan 065 Laporan 0.08 Perama
1 el 1 Kesejahteraan Sosial o T )
| Il [ §) Pengembangan dan Pendayagunaan Polensi dan Sumber 056 Laparan 024 Madya
[ i - " KesejanieraanSosisl (PSKS)
{ ] o |7 Peleksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial. 067 Laporan 0.08 Petama |
| B | 'B) Pengawasan Bidang Sosial 058 ‘Laporan T 016 Muda
= [ 9) Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial. 069 Laporan "0 Pertama
| 15 S 1 10) Sarana dan Prasarana Sosial . 070 Laporan 02 Muda
| | B . | __11) Pembinaan Tenaga Fungsional Pekena Sosial. o7 Laporan 024 Madya
i (I [ |  12) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial or2 Laporan 0.08 Muda
[ 13) Panganugrahan Tanda Kehormatan or3 Laporan 0.08 Pertama
1 el L 14) Nila-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan _ 074 Lapaoran 008 Pertama
(S il dan Kesetiakawanan Saosial
1 - S| P08 N Pekeraan umum, melipul
— % — o 1) Sumber Daya Ax . o a5 Laparan D.12 Pentama
) Bt i B __2) Bina Marga. o076 Laporan 036 Madya
1 3) Perkotaan dan Pedesaan or7 Laporan 0.24 Muda
—1 S| M. | 078 Laporan 011 Pertama
. . 1 5) Air Limbah 079 Laporan 012 Pertama
L. ! B) Persampahan 080 Lapocan 012 Pertama
L S iw 7) Drainase. 081 Laporan 0.12 Pertama
= e e IS ___B) Permukiman 082 Laporan 0.12 Perama
= 8) Bangunan Gedung dan Lingkungan S o83 Laporan 0.12 Pertama
- Wil S| 10) Jasa Konstruksi 084 Laporan 024 Muda
| 0 [0 1 11) Penalaan ruang 085 Laporan 036 Madyz




ANGKA

6 Eqngo!olaan Pemasaran.

Penyuluhan dan Pengendalian. ‘_

b Pemman mehputu

) 2) Perkobunan

c. Kehutanan mehpull

ol Tanaman pangan dan hortikultura.

Peternakan dan kesehatan hewa .
4) Penunjang.

peleslanan alam.kawasan suaka alam de
3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus.
.4 Penataan kawasan hutan.
5) Pembenlukan wilayah pengelolaan hukum .
6) Rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan)
_ unit kesatuan hutan produksi (KPHP).
7) Rencana pengelolaan jangka menen (i atahunan) unit (KPHP).
8) Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) uni (KPHP)
9) Rencana kerja dua puluh lima tahunan unit uia!]a pemanfaatan
hutan produksi

_10) Rencana pengelolaan ima tahunan unit Q#ﬁé}gmanfaalan

hutan produksi .
11) Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan
__ hutan produksi. '
12) Penataan batas luar areal kerja unit usaha pe atan hutan produks|
13) Rencana pengelolaan dua puluh tahunan 0aqgka panjang) unit i
_kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHLL_
14) Rencana pengelolaan lima tahunan (jangk
_15) Rencana pengelolaan tahunan uangka pendek) unit KPHL
16) Rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha peman{‘éatan
_hutan lindung.
F a pengelolaan lima tahunan (j ar
pemanfaatan hutan lindung. I

m ;e_;aga;\) unitﬂx.‘p_sah_a

18)F Rencana pengelolaan tahunan (jangka _P_endek) unn usaha pemanfaatan .
__hutan lindung.

21) Rencana pengelolaan lima tahunan Oangka menengah) unit KPHK.

| oo7 |

{1

096

099

100 | Laporan
Laporan
_Laporan

101
102

—_
104
105

116

m' Laporan

Lappra.ﬁ"

__Laporan
Laporan

Laporan

B Laporan

Laporan

_Laporan

Laporan

.Laporan
_Laporan

Coporan

117

'I;a‘porarﬂl’ -

015
0.1

0.08
024

0.15
028

0.15

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN KODE | SATUAN HASIL KREDIT PELAKSANA
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Melakukan peng: 1 p aan urusan pilihanbidang: ]

- a  Kelautan dan perikanan, meliputi : e I o o
| - “H 1) Kelautan. . . Laporan Pertama

) ~.2) Umum. ) _Laporan Muda

3) Perikanan Tangkap. Laporan Muda

i 4) Perikanan Budidaya ) Laporan
... Laporan

Pertama
Pertama

Pertama
Pertama

Penama
Muda

Muda
Mvadya
Utama
Utama
Madya

Muda
Utama
Madya

Muda

Pertama
Madya

Madya
Muda
Utama
Madya
Muda

Muda
Madya

Madya




GKA

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN KODE SAT N HAR oIt PELASA NA
1 2 E] 4 5 6 7
R A 22) Rencana pangelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK. . 0._1 |
I — o 23) Rencana pangelolaan jangka panjang (dua puluh lahunan) cagar alam, 0.2
[ - suaka margasatwa, laman nasional, laman wisala alam _
[ . . dan taman buru ) . )
1 24) Rencana pangelclaan jangka menengah cagar alam, suaka o I_V!ud 2
I = = margasatwa, laman nasipnal, laman wisala alam dan laman buru‘ . .
- 25) Rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, Suﬂ;;ll‘lﬁl-g-ﬂ-ééf;i(& 0.08 &tam a
taman nasional, taman wisala alam dan taman buru
26) Pengelolaan laman hutan raya ‘:b,o7 éhmai
| 27) Rencana kehutanan "0 Mia
1l 28) Sistern informasi kehulanan (numank dan spasial) 0.1 1\‘c‘d7a’
n . ~29) Pemantaatan hasil hulan pada hutan produksi 01 Mda
30) Pemungulan hasil hulan pada hutan produksi, .09 Peama
o 31) Pemanlaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi .05 Pearha
[ 1 32) Industn pengelelaan hasil hutan ©.05 Pearha
1 33) Penatausahaan hasi| hutan 129 2 ) 0.1 \llama
34) Pernanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung 130 La gan _ 0.06 Peama
5 - B 35) Penerimaan negara bukan bidang kehutanan : |oo1s Ls pran 0.06 Pearna
. : 36) Perencanaan rehabililasi hutan can lahan termasuk hutan mangrave T 32 Lz &a_n B 0.12 Mda
g Rl 37) Pangelclaan daarah aliran sungai (DAS) Lspgr%ﬁ - 0.08 Peama
38) Pelaksanaan rehabilitasi hulan dan dan lahan fermasuk hutan mangrove Laporan ) 02 Maa
| '39) Reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan >'apz$:r§'n 02 Mda
Rl 40) Reklamasi: hutan areal bencana alam L?é’,‘”?‘_"f; . . 02 Mu=
AN G 41) Pamberdayaan masyarakal setempal di dalam dan disekitar hutan Lapgﬁﬁ ) 0.2 Muda
42) Pangembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan Laporan ®.08 rtama
T B 43) Hutan kota . Lapgrén . 9!12 Muda
44) Parbanihan tanaman hiasan 0.06 Rrema
AL 45) Pangusahaan pariwisala alam paca kawasan pelasianan alam, dan L&oén ’ 10,06 #rema
pengusahaan taman buru, areal buru dan kob-un. N
R 48) Pamanfaatlan tumbuhan dan satwa liar. La;)on;n;'a ’ 0.1 Er.iam:a
—_— 47) Lembaga konsarvasi e >3“>z;gjn 0.1 é'r.ian;ua:
. - 48) Periindungan hutan Lagoraio 0.1 Bram:a
43) Panellian dan pangembangan kahutanan Léipbrén o18 Medya ‘
I 50) Pandidikan dan palathan (diklal) kehulanan L;pb " 0.12 Muda
L 51) Penyuluhan kehutanan N Lpomo 012 Muda
N 52) Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan Lq;éran 0.18 Madya
| 53) Pengawasan bidang kehutanan por 0.12 Muda
I T 54) Penebangan/penanamanipemungulan hasil hutan ) 0.06 Pertaima
1 55) Pengangkalan petugas pembuat LHP 0.18 Madya
d Perindustnian, melipuli
| 1) Perizinan La por:an 02
- - 2) Usaha indusin 3. Laporan 006
L il i 3) Fasinas indusin 154 La poran 0.12
- 4) Perlindungan usaha indusir 155 P Y 0.06
A J 5) Perencanaan dan program 156 0.18
_ Ji. 6) Pemasaran 157 : 0.06
7) Teknologi 158 La ;;ora.r-w 0.12




NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN KODE SATUAN HASIL KREDIT PELAKSANA
1 2 3 4 3 6 7 ]
et ] B Stendarisesl Cusu 018 Madya
- - . ... 5) Sumber daya manusia [ i _ o1 Pertama
__10) Permodalan. 0-_2_ M"'_ﬂa
o o '11) Lingkungan hidup - 006 Pertama
5 === " 12) Kerjassma industri o 012 Muda
1 S ___13) Kelembagaan e } 12|  Muda
. 14) Sarana dan prasarana . 012 Pertama
j [Nem—p e _15) Data industr : o1f ~ Pertama
' ] i — i 16) Pengawasan industr - 0.18 Madya
o (SR " _17) Meniloring, evaluas: dan pelaporan. o B 0.2 Muda
R R | e _Perdagangan, meliputi. o o }
1 ] 1 1) Perdagangan dalam negeri. 0.16 Muda
DS e - L -.2) Metrologi legal. s p I VD 012 Pertama
) B | el L 3) Perdagangan luar negeri 0.21 Madya
- s P 1 . 4)_Kmmma perdagangan mle-:nasmal o o D.28 Utama
| - Pengembangan ekspor nasional. ) 0.2 Madya
e - (. 6) __Pardlgnnom berjangka komdltlv _g@gg}_n‘li‘l'_ pembiayaan sistem 0.07 Periama
| 1 1 resi gudang, pasar lelang,
] i e f  Transmigrasi, meliputi - | i - .
i [ ) ) S [ Kebijakan, pecencanaan, pembinaan dan pengawasan, 175 Laporan 072 Madya
) N :-..._ o i I g Energi dan Sumber Daya Mineral, rnelipml.;. il ) .
1 o i = o 1) Mineral, batubara, panas bumi dan aif tawar. 176 Laporan 0.1 'Pim_'!arna_
- - P || 2) Geologi ' 177 | 02 Muda
_ E— I 3) Ketenagakeraan 78 | 018 Muda)
], BT 4) Pendidikan dan pelatinan 179 0.16 Muda
3 |Pengawasan 1|Pengawasan rancangan 1 Melakukan Evaluasi alas rancangan peraturan daerah tentang = ) J
peraturan peraturan daerah dan _ a Anggaran Pendapatan Belana Daerah (APBD) 180 Laporan 0.56 Utama
{daerandan peraluran kepala daeran _ b _Pajak Daerah 2 181 | Laporan 038 Warma
_|peratran | | At © Restribusi Daerah 182 Laporan 0.56 Utama
|kepaladaerah | | I d Tata Ruang Daerah 183 Laporan 0.56 Utama
s . - 2 Melakukan Evaluasi alas rancangan peraluran kepala daerah tentang e 184 |  Laporan 042 Madya
11 | penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. M )
. 2|Pengawasan peraturan 1 Malakukan klarifikasi alas peraturan daerah. 185 Laporan 0.55 Utama
l . R o h dan peraturan 2 Melakukan kiarifikas: atas peraiuran kepala daeran 186 I;a|:;oran 0.56 Utama
- | [epaie daerah 1 : — :
4_|Pengawasan 1|Pengawasan dekonsen- 1 Melakukan pengawasan kinerja keg wrasi dan tugas pembantuan 167 | Laporan 056 Utema
|dekonsentrasi | |trasi dan tugas pemban- | 2 Melakukan pengswasan dengan tuuan tertentu atas kegiatan dekonsenirasi _ 188 |  Laporan 0.42 Madya
dan tugas tuan di provinsi ___ dantugas pembantuan. -
pembantuan : TEE S = I
T e = 1 Melakukan peng kineja kegiatan lugas pembantusn. 189 | Laporan 028 ‘Muda
il o mbantuan di kabupaten/ _2 Melakukan peng 1 dengan tujuan tertentu atas kegi 190 Laporan 014 Pertama
] [ S kota dan desa tugas pembantuan




KA

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN KODE SA  NA SIL <oDIT ELAK ® NA
1 2 3 4 5 6 7
5 |Pengawasan 1|Pengawasan akhir masa _ 1 Melakukan pengawasan alas berakhimya masa jabatan Gubermur 191 Laoran 1.8 Ut ama_
| Juntuk tujuan jabatan kepala daerah 2 Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/' Waii'mia 192 | . Llacran 1.3 Ut ama_
_ Jtertentu Bl Wl B -
B = 2|Pengawasan alas 1 Melakukan pengawasan alas indikasi penyalahgunaan wewenang 193 Lzpa n_ ) 0.96 Ilma
Jlk ] — Pengaduan Masyarakat 2 Melakukan pengawasan atas indiasi hambatan dalam pelayanan masyarakal 194 Lapa n_ . 0.48 Muida
- B 3 Melakukan pengawasan atas indikas: korupsi, kolusi dan nepotisme 185 Lapa n 0.72 Malyd
6 |Evaluasi 1|Evaluasi kinerja 1 Melakukan evaluasi kinera penyelenggaraan pemerintahan provinsi. 196 L aQan 6 86 litama
_|penyelenggaraan |penyelenggeraan i B 2 Melnkul-ran evaluasi kinena panyelenggaraan pemarintahan kabupaten/kota. __19? Lpoan @ 2 Mg adya
_|pemerimahan | __|pemerintahan -
2| Eva!msltnnmum ft_mman evaluasi kemampuan penyelenggaraan olonomi naarah provinsi 198 L 3@5 0 . 0.96 Ut am
| penyelenggaraan otonomi 2 Melakukan evaluasi kemampuan penyelanggaraan olonomi daerah 199 Lagan 072 M ady
daerah __kabupaten/ kota
3|Evaluasi daarah otonomi 1 Melakukan evaluasi daerah olonom baru provinsi 200 Lap @an 0.96 Utearn
i | bay |2 Melakukan evaluasi gaeran otonom baru kabupaten/kota . 201 Lapoan 0.72 Maady
. . 4|Evaluasi pemerintahan 1 1 Melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya 202 tapoan 0.72 Mady ya
kec dan desa 2 Melakuken evaluasi pemerintanan desakelurahan atau sebutan lainnya 203 lapoan 0.48 Mud fa
_ 5|Evaluasi laporan 1 Komponen Departemen 204 Lap @an 0.38 Madya
| akuntabilitas i 2 SKPD di Provins: 205 Lapgan 024 Muda
| ~ 3 SKPD di Kabupalen/Kota 206 Lap @an 0.24 Muda
7 |Pengembangan 1 |Pembuatan karya tulis a |Membual karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang Pengawas
profesi Pengawas iimiah/karya ilmiah di bidang Pemerintahan yang dipublikasikan
Pemerintahan Pengawas Pemerintahan
1) [Dalam bentuk buku yang diterbikan dan diedarkan secara nasional Tip Buku 12 &mu 3Jenzp
2) | Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakul oleh Instansi yang bersangkutan Tia pN askah &mu = Jenjz 9
b, |Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang Pengawas
Pemerintahan yang tidak dipublikasikan, tetapi di dokumentasikan di perpustakaan:
1) |Dalam bentuk buku Tiap  Buu ) 8m uz Jej ang
2) |Dalam bantuk naskah ®iapN as & ' 8m us€énj ang
c. (Tinjauan atau ulasan iimiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Pemerintahan yang dipublikasikan
1) [Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional EpB ku 300 &m ua enj 3ng
2) |Dalam majalah ilmiah yang diaku oleh Instansi yang bersangkutan iEp B ku 00 ém uaénj aog
d. |Tinjauan atau ulasan ilmiah hasif gagasan sendiri di bidang Pangawas Pemerintahan yang tidak
dipublikasikan tetapi didokumeniasikan di perpustakaan:
1) | Dalam bantuk buku T Buku 700| &m uzlenjacg
2).Daiam bentuk Naskah Tia Naskh 350 8m uaJej acg
2|Peneremahan/panyaduran |q |Meneremahkan/menyadur buku atau karya imigh di bidang Pengawas Pemerintahan yang dipublikasikan:
buku dan bahan lainnya di
:'“”“ Fengbna 77| Dalam bentuk buku yang dierbikan dan diedarkan secara nasional B z Semus énR g
2) |Dalam bentuk majalah iimiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Nakah 3 SemusJ Bg ng




TAUFIOQ EFFEND!

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN KODE| SATUANHASIL | ARSTR | PELAKSANA
1 2 3 a 5 [ 7 B
b | Menenemahkarymenyadur buku alau karya itmiah di bidang Pengawas Pemeriniahan yang tidak
|dipublikasikan:
1)| Dalam bentuk buku Buku 300] Semuadenjang
2)|Dalam bentuk naskan Naskah 1,50] Semua Jenjang
3|Pembuatan buku pedoman/ L jernahian buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ pelunjuk teknis di bidang Pengawas Pemeriniahan Tiap Buku 200 Semusa Jenjang
g |Penunang tugas 1 |Mengajarimelatinftutor! Mengajar/melalin pada pendidikan dan pelatihan di bidang Pengawas Pemerintahan 2 Jampel 004] Semua Jenjang
Pengawas tasilitator di bidang Pengawasi
Pemerintahan Pemerintahan
2|Peran serta dalam Peran serta dalam seminar/iokakaryal konferensi di bidang Pengawas Pemerintahan sebagai
saminar/iokakarya/ konft i
di bidang Pengawas a |Pemrasaran Laporan 3,00 Semua Jenjang
Pemerintahan b Pembahas/moderatorinara sumber Laporan 200]  semua Jenjan
¢, |Pesera Laparan 1,00 Semua Jenjang
aPaﬂ_!nsenadaaammpos Peran serta dalam ekspos hasil awasan se
‘|hasil pengawasan a |Pemasaran Laporan 2,00 Semua Jenj
p |Pembahas/moderatorinara sumber \Laporan 1,00]  Semua Jenjang
i c. [Pesera Laporan 0.50| Semua Jenj
dalam Keanggotaan dalam org Profes: Peng P han sebagai.
isasi Protes i
organis i Pengawas | _ [ ketua/Wakil ketun Tahun 1|samua Jenjang
b | Anggota Tahun 0.75|$emua Jenjang
Keanggotaan dalam tim Menjadi anggota tim penilai angka kredi jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan Tahun 1.00|semua Jenjang
5lvenilai i
perilai angka kredit jabatan
fungsional Pengawas
Pemerintahan
-
§|Memperoleh penghargaar/  |a Tanda jasalpenghargaan dan pemenntah alas presiasi kerjanya, tigp tanda jasa tingkat:
tanda jasa 1)[Nasionalfinternasional Tanda Jasa 3,00{Semua Jenjal
| 2)| i Tanda Jasa 2,50|Semua Jenjang
|13} ten/Kola Tanda Jasa 2 00| Semua Jenjangd
b _|P Ahanda jasa Satya Lencana Ka Satya ===
1) {30 {tiga tahun Tanda Jasa 3,00|Semua Jenia
2) |20 luh) tahun _4__1‘5_%,___ 2.00|Semua Jenja
3) |10 (uh) tahun | Tands Jasa 1.00(|Semua Jenjang
7|Memperoieh gelar Memperoleh ijazah/gelar yang Tidak sesua dengan bidang tugasnya
bcart
esarjanaan lainnya ~0 B3 ljgzah 15.00[{Semua Jenjan
b. |Pi 5-2) 1] 10.00(Semua Jenjang
c. |S 'S-1)/ Diploma IV ljazah 5 00| Semua Jenjang
UR NEGARA
J -



KOMPOSISI JUMIAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

LAMPIRAN A PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA

NOMOR : PER/15/M.PAN/9/2009

TANGGAL  : 25 September 2009

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

PENGAWAS PEMERINTAH
NO: UNSUR FROSENTASE PERTAMA MUDA MADYA UTAMA
HIE) il lilc lilid Via IV/b Vic vid V/e
1 UNSUR UTAMA a
A. Pendidikan:
a). Pendidikan Sekolah 100 100 100 100 100 100 100 100 100
b). Diklat
B. Pengawasan 2 80% - 40 80 160 | 240 360 480 600 760
C. Pengembangan Profesi
2 UNSUR PENUNJANG
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan . }
tugas Pengawas Pemerintahan g 0 20 e i L gD 150 190
JUMLAH 100 150 200 300 400 550 700 850 1050

38

NEGARA
ATUR NEGARA,

|
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LAMPIRAN IIB PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA
NOMOR : PER/15/M.PAN/9/2009
TANGGAL : 25 September 2009

KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

PROSENT PENGAWAS PEMERINTAH
NO. UNSUR ASE [PERTAVA MUDA MADVYA UTAVA
b Mc nd Via /b Vic Vid Ve
1 |UNSURUTAMA
A. Pendidkan:
a). Pendidikan Sekolah 150 150 150 150 150 150 150 150
b). DiKlat
B. Pengawasan >80 % 40 120 200 320 440 560 720

C. Pengembangan Profesi

2 UNSUR PENUNJANG

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan <20
tugas Pengawas Pemerintahan 20% 10 0 50 80 10 140 180

JUMLAH 150 200 300 400 550 700 850 1050

TER|I NEGARA
PENDAYAGUNAA RATUR NEGARA,
g/ )

TAUFIQ EFFENDI
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LAMPIRAN HC PERATURAN MENTER| NEGARA
PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA

KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NOMOR

TANGGAL

: PER/15/M.PAN/9/2009
: 25 September 2009

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
PENGAWAS PEMERINTAH
NO. UNSUR PROSENTASE VUDA VADVYA UTANA
e LU IVla IVib Vic vid Vie
1 UNSURUTAMA
A. Pendidikan:
a). Pendidikan Sekolah 200 200 200 200 200 200 200
b). Diklat
B.  Pengawasan 2 80% 80 160 280 400 520 680
C. Pengembangan Profesi
2 UNSUR PENUNJANG
Kegiatan yang rnendukung pelaksanaan
tugas Pengawas Pemerintahan $20% 20 40 70 100 130 170
JUMLAH 200 300 400 550 700 850 1050
NEGARA
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LAMPIRAN Il PERATURANMENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA

NOMOR : PER/15/M.PAN/9/2009
TANGGAL : 25 September 2009
ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYEL ENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH L AHLI
STTB/JAZAH ATAU ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
GOLONGAN RUANG YANG SETINGKAT KURANG 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN/LEBIH
2 3 4 5 6 7 8
a SARJANA /D IV 100 112 124 137 150
i SARJANAD IV 150 162 174 187 200
PASCA SARJANA 150 163 177 191 205
SARJANAD IV 200 225 250 275 300
e PASCA SARJANA 200 226 252 278 305
DOKTOR 200 227 254 282 310
SARJANAD IV 300 325 350 375 400
iiid PASCA SARJANA 300 326 352 378 405
DOKTOR 300 327 354 382 210
SARJANAD IV 400 437 474 512 550
V/a PASCA SARJANA 400 438 477 516 555
DOKTOR 400 240 80 520 560
SARJANA/D IV 550 587 624 662 700
/b PASCA SARJANA 550 588 626 665 700
DOKTOR 550 590 630 670 700
SARJANA/D IV 700 735 770 805 840
Vi PASCA SARJANA 700 736 772 808 845
DOKTOR 700 737 774 812 850
SARJANA/D IV 850 900 949 998 1040
Vid PASCA SARJANA 850 901 950 999 1045
DOKTOR 850 902 951 1000 1050
Vi SARJANA S/D DOKTOR 1050 1050 1050 1050 1050

MENT GARA
NDAYAGUNAAN APARRTUR NEGARA
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